BUPATI PINRANG
- PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR
7 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PINRANG,

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan
pergeseran antarunit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis
belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kalj
terakhir -df:ngan Peraturan Menteri Dalamm Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeranh Tahun 2017, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah:;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pinrang Tahun Anggaran 2017;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia-
Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



o

10.

11.

12,

13

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 285 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Repukblik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor
45785},

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
«576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
63 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155)
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nemor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161},

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomeor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor S
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272):

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang 3 Tahun 2016 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pinrang Kepada Perusahaan

Daerah Air Minum Tirta Sawitto (Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang Talhun 2016 Nomor 3!:

. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. I
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Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PINRANG DERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pokok Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula
berjumlah Rp.1.147.233.815.681,00 bertambah sejumlah Rp. 71.657.646.991 88
sehingga menjadi Rp. 1.218.891.462.672,88 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1) Semula
2) Bertambah

Jumlah Pendapatan Setelah

Perubahan
b. Belanja
1) Semula

2) Bertambah
Jumlah Belanja Setelah
Perubahan

Defisit Setelah Perubahan

¢. 1) Penerimaan Pembiayaan
1) Semula
2) Bertambah

Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Setelah Perubahan

2) Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan Neto
Setelah Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Setelah Perubahan

Pasal 2

Rp. 1.147.233.815.681,00
Rp. 71.657.646.991,88
Rp. 1.218.891.462.672,88
Rp. 1.176.120.988.281,00
Rp. 191.287.914 784 85
Rp. 1.367.408.903.065,85
Rp. (148.517.440.392,97)
Rp. 28.887.172.600,00
Rp. 119,630.267.792,97
Rp. 148.517.440.392,97
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 148.517.440.392,97
Rp. 0,00

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah
1] Semula
2] Bertambah

Rp.
Rp.

104.546.048.492 00
5.440.761.438,88
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(3)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Setelah Perubahan

. Dana Perimbangan

1) Semula

2) Bertambah
Jumlah Dana Perimbangan
Setelah Perubahan

. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula

2) Bertambah
Jumlah Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah Setelah
Perubahan

Rp.

Rp.
Rp.

109.986.809.930,88

927.737.779.000,00
7.367.271.000,00

Rp.

Rp.
Rp.

935.105.050.000,00

114.949,988,189,00
58.849.614.553,00

Rp.

173.799.602.742,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pendapatan :

. Hasil Pajak Daerah

1) Semula

2) Bertambah
Jumlah Hasil Pajak Daerah
Setelah Perubahan

. Hasil Retribuasi Daerah

1) Semula

2) Bertambah
Jumlah Hasil Retribusi Daerah
Setelah Perubahan

1) semula
2) Bertambah

. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Rp. 19.097.700.000,00
Rp. 1.826.252.500,00
Rp. 20.923.952.500,00
Rp. 3.613.536.000,00
Rp. 101.000.000,00
Rp. 3.714.536.000,00
Rp. 10.224.012.492,00
Rp. 1.013.508.938,88

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan Setelah

11.237.521.430,88

71.610.800.000,00
2.500.000.000,00

Perubahan Rp.
. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1 Semula Rp.
2] Bertambah Rp.
Jumlah Lain-Lain Pendapatan
Asli Daetah Yang Sah Setelah
Perubahan Rp.

74.110.800.000,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis Pendapatan :

. Bagi hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak

1) Semula
2) Bertambah

Jumlah Bagi hasil Pajak/Bagi hasil

Bukan Pajak Setelah Perubahan

. Dana Alokasi Umum

1) Semula

2) Berkurang
Jumilah Dana Alokasi Umum
Setelah Perubahan

Rp. 20.677.218.000,00
Rp. 237.962.000,00
Rp. 20.915.180.000,00
Rp. 702.399.157.000,00
Rp. (12.338.895.000,00)
Rp. 690.060.262.000,00!
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(4)

d.

(2)

. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 204.661.404.000,00
2) Bertambah Rp. 19.468.204.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus
Setelah Perubahan Rp. 224.129.608.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

. Pendapatan Hibah

1) Sermula Rp. 3.079.132.570,00
2) Tidak Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Hibah
Setelah Perubahan Rp. 3.079.132.570,00
. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya ;
1) Semula Rp. 36.153.800.000,00
2) Bertambah Rp. 14.848.227.572,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya Setelah

Perubahan Rp. 51.002.027.572,00

. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya :

1) Semula Rp. 11.309.462.619,00
2) Berkurang Rp. (7.429.013.019,00)
Jumlah Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau dari Pemerintah
Daerah Lainnya Setelah

Perubahan Rp. 3.880.449.600,00
Dana Transfer-Lainnya :
1) Semula Rp. 64.407.593.000,00
2) Bertambah Rp. 51.430.400.000,00
Jumlah Dana Transfer Lainnya
Setelah Perubahan Rp. 115.837.993.000,00
Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 712.794.073.920,00
2] Berkurang Rp. (24.388.012.601,15)
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Setelah Perubahan Rp. 688.406.061.318,85
. Belanja Langsung
1) Semula . Rp. 463.326.914.361,00
2) Bertambah Rp. 215.675.927.386,00
Jumlah Belanja langsung
Setelah Perubahan Rp. 679.002.841.747,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

. Belanja Pegawali

/



1) Semula Rp. €17.513.531.220,00

2) Berkurang Rp. (30.343.335.601,15)
Jumlah Belanja Pegawai
Setelah Perubahan Rp. 587.170.195.618,85
. Belanja Hibah
1) Semula Rp. 11.093.200.000,00
2) Bertambah Rp. 5.302.073.000,00
Jumlah Belanja hibah '
Setelah Perubahan Rp. 16.395.273.000,00
. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp. 650.000.000,00
2]  Tidak Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial
Setelah Perubahan Rp. 650.000.000,00

. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa dan partai Politik
1) Semula Rp. 81.037.342.700,00
2) Bertambah Rp. 653.250.000,00
Jumlah Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Provingi/
Kabupaten/Kota dan Pemeritahan
Desa dan partai Politik Setelah

Perubahan Rp. 81.690.592.700,00
. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp. 2.500.000.000,00
2)  Tidak Bertambah Rp. -
Jumlah Belanja Tidak Terduga
Setelah Perubahan Rp. 2.500.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :

. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 31.364.749.048,00
2)  Bertambah Rp. 9.157.712.000,00
Jumlah Belanja Pegawai
Setelah Perubahan Rp. 40.522,.461.048,00
. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp. 265.106.982.395,00
2)  Bertambah Rp. 103.796.546.331,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa
Setelah Perubahan Rp. 368.903.528.726,00
. Belanja Modal
1) Semuila Rp. 166.855.182.918,00
2) Berkurang Rp. 102.721.669.055,00
Jumlah Belanja Modal Setelah
Perubahan Rp. 269.576.851.973,00
Pasal 4
Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ terdiri dari

- Penerimaan Pembiayaan Daerah

1}  Semula Rp. 28.887.172.600,00
2) Bertambah Rp. 119.630,267.792,97
[




(2)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Daerah Setelah Perubahan Rp. 148.517.440.392,97
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1) Semula Rp. 0,00
2) Tidak Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran
Setelah Perubahan Rp. 0,00

Penerimaan Felmbia}raan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri dari jenis pembiayaan :

SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula Rp. 28.887.172.600,00
2)  Bertambah Rp. 119.630.267.792,97
Jumlah SILPA Tahun Anggaran
Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 148.517.440.392,97

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

1.

Lampiran |

2. Lampiran Il

3. Lampiran I

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6.  Lampiran VI

7.  Lampiran VII.1
8. Lampiran VII.2
9. Lampiran VIL.3
10. Lampiran VII.4
11. Lampiran VIII. 1
12, Lampiran VIII.2
13. Lampiran IX
Bupati

: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi

: Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

: Rekapitulasi  Belanja Menurut Urusan Pemerintah

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

: Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

: Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan:
+ Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

: Neraca Daerah:;

. Laporan Arus Kas;

» Catatan Atas Laporan Keuangan;

: Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya

vang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali
dalam Tahun Anggaran ini;

: Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya

vang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali
Tahun ini;

: Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlakuy pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Safinan/ Foto Copy sesual dengan aslinya
BA GIAN HUKUM

Diundéngkan di Pinrang
pada tanggal 1% Ceptember 2017
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